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PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN SARANA DAN
PRASARANA PEMASARAN MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN
ANGGARAN 2020 KEPADA BUPATI/WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta
Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
mengamanatkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
Daerah untuk melakukan refocussing kegiatan, realokasi
anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka
percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19);

b. bahwa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Sarana dan Prasarana Pemasaran melalui Dana Tugas

Pembantuan Tahun anggaran 2020 Kepada Bupati/Wali
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Mengingat

Kota sudah tidak sesuai dengan kebijakan penggunaan
anggaran  Pemerintah  yang  diutamakan  untuk
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) sehingga perlu dicabut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah tentang Pencabutan Peraturan Menteri
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Sarana dan Prasarana
Pemasaran melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun

Anggaran 2020 Kepada Bupati/Wali Kota;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);



